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KATA PENGANTAR 

 
Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud 
dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar 
kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi 
kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan 
bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi 
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional 
Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti). 
 
Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, 
BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Pada tahun 
1999, BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program studi jenjang magister (S-
2), dan pada tahun 2001 mulai melakukan akreditasi untuk program studi jenjang diploma 
(S-0) dan jenjang doktor (S-3). Selanjutnya pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan 
akreditasi untuk tingkat institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program 
studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula 
dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk 
program studi bidang kesehatan.  
 
Khusus untuk program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, pengembangan 
instrumennya dilakukan mulai tahun 2019 melalui kerja sama dengan Asosiasi Fakultas 
Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan Perhimpunan Dokter Hewan lndonesia (PDHI). 
Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia oleh PDHI maka 
penjaminan mutu eksternal dari program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan melalui 
akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang 
digunakan juga menyesuaikan dengan standar tersebut.  
 
Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program studi bidang kesehatan selama ini 
menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang digunakan pada bidang kesehatan bersifat 
spesifik. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan mempunyai kekhasan yaitu tahap 
akademik dan profesi yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, perlu 
dikembangkan instrumen khusus yang dapat mengukur mutu dari seluruh tahapan 
pendidikan untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan seta sebagai upaya 
pengembangan dan menjaga mutu, LAM-PTKes bersama AFKHI dan PDHI telah menyusun  
Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang terdiri dari 
 
Buku I  : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter 

Hewan 
Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi 

Dokter Hewan 
Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi 

Pendidikan Profesi Dokter Hewan 
Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi 

Pendidikan Profesi Dokter Hewan 
Buku IV  : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan 

Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi 
Dokter Hewan 

Buku V  :  Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Pendidikan 
Profesi Dokter Hewan 
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Disamping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah 
buku Kode Etik Akreditasi. Diharapkan perangkat instrumen akreditasi Program Studi 
Pendidikan Profesi Kedoteran Hewan ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu 
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan di seluruh Indonesia. 
 
Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada Tim penyusun perangkat instrumen akreditasi 
Program Studi Pendidikan Kedokeran Hewan ini.  

 
Jakarta, 2019 
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 
Kesehatan 
Ketua, 
  
 
  
Usman Chatib 
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BAB I 
LATAR BELAKANG 

 
1.1 Landasan Hukum Akreditasi 
 
Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada 
program studi. 
 
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:  
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47); 
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55); 
4. Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 257 
Tahun 2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang otoritas veteriner; 
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Junto No 2 Tahun 2019; 

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang 
Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan; 

15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 394 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 
Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan; 

16. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan 
Tinggi; 

17. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi; 
18. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi 

Diri Dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Dalam Instrumen 
Akreditasi Program Studi; 

19. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi 

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut: 
 

Pasal 47 
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan 

setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan 
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c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan 
oleh pemerintah 

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan 
program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 
berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut; 

 
Pasal 26 

 
(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik.  
(2) Gelar akademik terdiri atas:  

a. sarjana;  
b. magister; dan  
c. doktor.  

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 
profesi.  

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi 
bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.  

(5) Gelar profesi terdiri atas:  
a. profesi; dan  
b. spesialis.  

 
Pasal 28 

 
(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari 

Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, 
atau gelar profesi.  

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan 
inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.  

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila 
dikeluarkan oleh:  
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 

mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.  
(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:  

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar 

profesi.  
(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh 

Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar 
akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.  

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.  

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, 
dan/atau gelar profesi.  
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Pasal 29 
 

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang 
menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman 
kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan 
diberbagai sektor.  

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan 
pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, 
dan pendidikan profesi.  

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Menteri.  

 
Pasal 42 

 
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai 

pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi 
terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.  

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang 
memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.  

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah 
dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak 
sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.  

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan ijazah.  

 
Pasal 43 

 
(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh 

lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama 
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi 
bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan sertifikat profesi.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 44 

 
(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang 

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program 
studinya.  

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan 
Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga 
sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.  

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai 
syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.  

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan sertifikat kompetensi.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. 
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Pasal 55 
 

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan 
Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang  mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk 
mengembangkan sistem akreditasi. 

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akutabilitas 

publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri 
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga 

mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan 
rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan 
lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 
berkaitan adalah sebagai berikut: 

 
Pasal 66 

 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang 
belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan 
pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses 
penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui 
akreditasi; 
 
 
1.2  Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan 

 
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan akademik  
dengan masa studi delapan semester dan jenjang pendidikan profesi (koasistensi) selama 2 
sampai dengan 3 semester. Kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang 
tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau output  pendidikannya adalah dokter hewan. 
Dengan demikian proses akreditasi kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan satu 
kesatuan.  
 
 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah 
menyelenggarakan Pendidikan Profesi Dokter Hewan berdasarkan  kurikulum nasional dan 
kurikulum institusional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi  Dokter Hewan 
Indonesia  yang sudah ditetapkan  oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007. 
Pendidikan Profesi Dokter Hewan terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di 
tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas, laboratorium, klinik 
hewan, rumah sakit hewan, teaching farm, jenis hewan yang digunakan untuk pendidikan, 
serta teknologi bidang kedokteran hewan, dengan mengacu pada sistem akreditasi 
Pendidikan Profesi Dokter Hewan.   
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Tujuan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ialah:  

1. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan dengan keterampilan praktis dan 
sistematis sehingga menjadi dokter hewan yang profesional. 

2. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan mengenai pengalaman lapangan 
dengan kasus penyakit yang bersifat individual maupun kelompok dengan 
mendalami tata cara diagnosis, prognosis dan terapi secara tuntas. 

3. Memperluas wawasan filosofis, akademis dan profesionalisme dokter hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner serta manajemen kesehatan hewan. 
 

Kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Hewan se Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 
di UNAIR Surabaya dan 2007 di UNUD Bali menetapkan  struktur kurikulum serta 
kompetensi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Kesepakatan tersebut selanjutnya 
dituangkan melalui Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Dokter Hewan (MP2KH) PDHI 
Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 yang kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres 
PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan 
Indonesia 2010 yang merupakan standar normatif, meliputi:  

 
1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakikat sumpah dan 

kode etik profesi serta acuan dasar Pendidikan Profesi Dokter Hewan; 

2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi 
veteriner; 

3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis;  

4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, 
hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik dan hewan 
laboratorium; 

5. Memiliki keterampilan dalam melakukan: (a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, 
dan epidemiologik penyakit hewan; (b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan 
gangguan medik; (c) pemeriksaan antemortem dan postmortem; (d) pemeriksaan 
kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi 
(e) pengawasan keamanan dan mutu produk hewan; (f) pengawasan dan 
pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian 
dan peredarannya; (g) pengukuran (assesment) dan penyeliaan kesejahteraan 
hewan; 

6. Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional (professional 
communication/dialogue); 

7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit 
strategis dan zoonosis, keamanan hayati (biosecurity-biosafety), serta 
pengendalian lingkungan; 

8. Memiliki kemampuan dalam transaksi therapeutik, melakukan anamnese, rekam 
medik, persetujuan tindakan medik (informed consent), penulisan resep, surat 
keterangan dokter, dan edukasi klien; serta 

9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan 
jiwa kewirausahaan (entrepreunership). 

 
Persyaratan kelulusan profesi dokter hewan harus dinyatakan lulus dalam sidang yudisium, 
diangkat sumpah dokter hewan dan kode etik dokter hewan serta dilantik dalam upacara 
pelantikan dokter hewan. 
 
Profesi dokter hewan merupakan keahlian khusus yang dituntut profesionalismenya  melalui 
tindakan dan keputusan medik, memperoleh imbal jasa dan harus dapat dipercaya,  yang 
dijamin dengan sumpah, kode etik dan perizinan dalam layanannya. 
 



 

LAM-PTKes : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan 2019 6 

Ilmu kedokteran hewan digunakan untuk menangani urusan mengenai hewan dan penyakit-
penyakitnya (fungsi veteriner) yang berkaitan dengan jaminan keamanan (security), risiko 
yang dapat mengganggu kesehatan (safety) dari hewan ke hewan dan dari hewan ke 
manusia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan 
kesehatan lingkungan (assurance) dengan mengacu kepada pedoman dan informasi 
internasional, serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (animal welfare). Ilmu 
kedokteran hewan juga mencakup  penerapan ilmu medik (promotif, preventif, kuratif  dan 
rehabilitatif) dan rambu-rambu Pendidikan Profesi Dokter Hewan  (kode etik dan sumpah 
dokter hewan). 

 
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus secara aktif membangun sistem 
penjaminan mutu internal, sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas pada publik. 
Pembuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan 
benar, salah salah satunya melalui proses akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu 
eksternal. Penerapan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, Program Studi akan 
mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai 
penyelenggara program akademik dan profesi sesuai dengan bidang studi veteriner dan 
kesehatan hewan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara 
berkelanjutan. 
 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan 
tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Pendidikan 
Profesi Dokter Hewan pada semua institusi kedokteran hewan di seluruh Indonesia. 
Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan merupakan proses evaluasi dan 
penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas 
penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program 
studi untuk menyelenggarakan program akademik dan profesinya. Kriteria untuk 
mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi 
beserta parameternya. 
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BAB II 
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN 
 
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen 
program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan 
tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam 
rangka akreditasi program studi ini dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat 
dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program profesi program studi. 
Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti 
yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para 
pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh 
program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen 
lapangan tim asesor ke lokasi program studi. 
 
LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, 
serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi berdasarkan standar mutu yang 
telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi Program Studi adalah 
sebagai berikut; 
 
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar 

nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu. 

2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar 
mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang 
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 

3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan 
mempertahankan mutu yang tinggi 

4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit 
perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan 
atau instansi lain nasional dan internasional. 
 

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, 
proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur 
berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.  
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BAB III 
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

PROFESI DOKTER HEWAN 
 
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek 
pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi 
yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) kriteria 
akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan 
menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi; (2) prosedur 
akreditasi  program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam 
rangka akreditasi program studi; (3) dokumen akreditasi  program studi yang digunakan 
untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  
program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) penilaian 
akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan 
parameter/butir; dan (5) kode etik akreditasi  program studi yang merupakan “aturan main” 
untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi. 

 
Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian 
lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria 
dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja 
Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi 
Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan 
Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum 
untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik 
Akreditasi. 
 
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi  
 
Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria 
akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai 
dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan 
dan perangkat kependidikan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, yang 
dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan 
dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan  program studi untuk 
menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan 
pembinaan mutu program studi.       
 
Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas 
institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan 
(educational effectiveness), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai 
berikut.  

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 
Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama 
Kriteria 3. Mahasiswa 
Kriteria 4. Sumber daya manusia  
Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana  
Kriteria 6. Pendidikan 
Kriteria 7. Penelitian 
Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat 
Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian                 
                kepada masyarakat 

 
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar Pendidikan Profesi Dokter Hewan 
Indonesia, dan mengacu pada Day One Competence World Organisation for Animal Health 
(OIE) serta standar akreditasi Internasional dari American Veterinary Medical Association 
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Council on Education (AVMA COE), European Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE), dan Australasian Veterinary Board Council (AVBC). 
 
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. 
Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan 
awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam 
penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat 
diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; memiliki  anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau  rencana induk 
pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program 
studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan 
program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program,dan sistem 
jaminan mutu. 
 
Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan 
Prosedur Akreditasi Program Studi. 
 
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi 
 
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi profesi dilakukan melalui peer 
review oleh tim asesor yang terdiri dari para akademisi kedokteran hewan, praktisi dokter 
hewan dan pakar manajemen pendidikan kedokteran dan kesehatan hewan yang 
memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan. Semua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan akan diakreditasi secara 
berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Pendidikan Profesi 
Dokter Hewan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui 
prosedur sebagai berikut. 
 
1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program studi dan Program Studi mengenai 

prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.  
2. Unit Pengelola Program studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan 

evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman 
Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Laporan Evaluasi diri 
Akreditasi Program Studi. 

3. Unit Pengelola Program studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja 
program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes. 

4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri 
program studi. 

5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas 
tiga orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi. 

6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri 
atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) 
selama 7 hari. 

7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes. 
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi profesi selama 4 

hari. 
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah 

asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via 
pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan. 

10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor. 
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi. 
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, 

menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan 
sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program studi dan Program Studi yang 
bersangkutan. 
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13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, 
untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil 
penilaian. 
 

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama 
dengan rincian kriteria akreditasi program studi, yaitu Buku II. 
 
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi  
 
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan 
berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan 
penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program 
studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk 
panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan 
laporan evaluasi diri/self evaluation report (Buku IIIB).   
 
Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta 
menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja 
program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, 
keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, 
keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.  

 
Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi mencakup deskripsi dan analisis 
yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan 
dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan 
laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi.  

 
Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks 
keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang 
merupakan jabaran dari RAISE++/relevansi (relevance), suasana akademik (academic 
atmosphere), pengelolaan institusi dan organisasi (Institutional Commitment), 
keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. 
Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata 
pamong (governance).  
 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA 
dan IIIB. 
 
3.4  Penilaian Akreditasi Program Studi 
 
Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi program studi ditujukan pada 
tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses 
tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta 
dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi. 
 
Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi 
sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit 
pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan 
evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program 
studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis 
tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas 
evaluasi-diri. 
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Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.  
Terakreditasi dengan peringkat:  
- Unggul   dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361 
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi 300 < Skor ≤ 360 
- Baik   dengan nilai akreditasi 200 ≤ Skor ≤ 300 
Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200 
 
Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program 
Studi (58,87%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (41,13%). 
 

 
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi 
 
Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan 
kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi, LAM-PTKes mengembangkan kode 
etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 
akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf 
sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan 
kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the 
do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap 
“pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua 
tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di 
luar perangkat instrumen akreditasi program studi. 



 

LAM-PTKes : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan 2019 12 

 DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang 

dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang 
telah ditetapkan, atas pengarahan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi 
kesehatan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program 
studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk 
menyelenggarakan program studi  

 
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada 

stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program 
studi 

 
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan 

informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam 
dokumen kinerja, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum 
asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi 

 
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang 

dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan 
informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah 
dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan. 

 
Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) adalah asosiasi yang 

anggotanya terdiri atas para dekan fakultas kedokteran hewan dan ketua program 
studi kedokteran hewan se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional 
institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu kedokteran 
hewan, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan 
menjamin mutu pendidikan kedokteran hewan yang diselenggarakan oleh anggotanya. 

 
BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional yang bertugas melaksanakan akreditasi 

program studi di lingkungan pendidikan tinggi. 
 
Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat 

kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan hewan. 

 
Dokumen Kinerja Program Studi, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir 

yang berisikan  data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai 
mutu suatu program studi. 

 
Evaluasi Diri adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis 

keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu 
kinerja dan produk institusi dan program studi.  Laporan evaluasi diri merupakan 
bahan untuk akreditasi.  

 
Institusi pendidikan kedokteran hewan adalah institusi yang melaksanakan pendidikan 

kedokteran hewan baik dalam bentuk fakultas atau institusi pengelola lainnya. 
 
Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan 

mutu perguruan tinggi atau program studi 
 
LAM PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang 

bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan kesehatan. 
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Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi 
mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan 
dan peranan yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program studi.  

 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau 

program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.  
  
Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai 

dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi. 
 
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) adalah organisasi profesi yang mewakili 

dan melayani kepentingan profesi veteriner/dokter hewan di Indonesia dan memiliki 
komitmen untuk mengupayakan pencapaian terbaik (excellence) dari profesi 
kedokteran hewan serta pelestarian hewan dan kelestarian ekosistem (manusia, 
hewan, dan lingkungan). 

 
Program studi kedokteran hewan adalah program studi yang diselenggarakan untuk 

menghasilkan dokter hewan yang memiliki standar kompetensi dokter hewan 
Indonesia. Pendidikan kedokteran hewan terdiri atas 2 tahap, yaitu pendidikan 
akademik (program sarjana) dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan. 

 
Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) adalah rumah sakit hewan yang ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan, dan sebagai 
sarana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 
Standar kompetensi dokter hewan adalah tolok ukur nasional keluaran program studi 

pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari standar Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan yang telah disahkan oleh PDHI (Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/ V/2009 yang kemudian diperkuat 
melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang 
Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010). 

 
Standar Pendidikan Profesi Dokter Hewan adalah tolok ukur nasional yang wajib 

dilaksanakan pada Pendidikan Profesi Dokter Hewan (Kesepakatan antara Fakultas 
Kedokteran Hewan se Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 di UNAIR Surabaya dan 
2007 di UNUD Bali). 

 
Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan 

hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis 
sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat 

 
Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. 
 
Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan hewan 

dan fasilitas lainnya selain rumah sakit hewan pendidikan yang digunakan sebagai 
tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan  

 
Tata pamong [governance] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam 

program studi atau institusi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan 
alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara 
satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas 
di luar lingkungan akademik. 

 
Tata Kelola  [governance]   berkenaan dengan  sistem nilai yang dianut di dalam institusi 

atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi 



 

LAM-PTKes : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan 2019 14 

sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara 
satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan 
komunitas di luar lingkungan akademik. 

 
Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes 

untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu program 
studi. 

 
Tim Validator adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Tanggung jawab Validator adalah 

terselenggaranya tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen 
lapangan 
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